
himbang : a.

tnngingat

PERATI..IRAN BUPATI KEPUI,AUAN ARU

NOMOR 17 TAF{UN 2018

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DAN

KLARIFIKASI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa dalam rangka mempercepat kepastian hukunr

didesa dan memutus rentang kendali evaluasi

rancanganPeraturanDesadanklarifikasiFeratural:
Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat t6)

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor X i3 Tahrun

2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan hurt'lf b' perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi

RincanganPeraturanDesadanKlarifikasiPeraturan
. Desa;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

RePublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagran Timur'

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten

KepulauanArudiProvinsiMalulnr(LembaranNegara
- Republik Indonesia Tahun 20O3 l{omor L55' Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4350);



.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Fembentukan Feraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr-ln 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 5a95);

Ur^dang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244', Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahuln 2015 tentamg

Ferubahan Kedua Atas Undang^Undang Nom:lor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

567e);

Feraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2OL4 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor !2g, Tambahan

Lembaran Negara Republik ,Indonesia I{omor 5539},

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14

tentaag Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2AJ4 tentang Desa (tr ennbaran l.[egara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor );

4.

5.

6.



ffierretapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DESA DAN KLARIFIKASI PERATURAN MMSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

mam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

2- Felnerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anl.

3- Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

4- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat

DpMD adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Arr.

5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Kepuluan Aru.

6. Kecamatan adalah witrayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

7- Desa adalah Ilesa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nara"ra train

yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat F{ul}*um yang

memiliki batas wilayah yang benrenang untuk mengatur dan mengurus

urusan Pernerintahan, kepentingan Masyarakat seternpat berdasarkan

prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

A. kmerintahan Desa adalah penyelenggaraan Ltrusan Pemerintahan dan

hpentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara

Kesaflran Republik Indonesia.

9- Femerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

ursur penyelenggara Pemerintahan Desa.

l{Ll(epala Desa adatah Pimpinan dari Pernerintah Desa.

llBadan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

lrmerintahan ydng anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Deea

berd.asarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan $ecara demokratis,

f2 kran$kat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang

berhrgas membanirr Kepala Desa dan terdiri atas Sekretariat Desa,
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Fetaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.

lil &aluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan

Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau Peraturan Pemndang-Undangan yang lebih tinggt.

K-f,Iarifrkasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa

pntuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umu.m danfatau

kratrrran Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

r*S.FEratrrran Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati trersama tsadan

, kmusyawaratan Desa.

tlLkndelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang-

rang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang.

!f,.trngaral Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat

frFBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

!fi.ffim Klarifikasi Peraturan Desa adalah kelompok yang melakukan

lmgkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan

krundang-Undangan yang lebih tingsr.

.MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

-trmqrd dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastiarl

tu-

Pasal 3

lffim dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan efektilitas dan elisiensi

,Hm lrlaksanaan evaluasi rancangan dan klarifikasi Feraturan Desa.

Pasal 4

hg lingkup Peratgran Bupati ini meliputi

r- pcodetegasian wewenang;

h, errafuasi Rancangan Perattrran Desa; dan

c- Umffikasi Peraturan Desa.



BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 5

Brrpati mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada

.Gamat untuk Rancangan Peraturan Desa APBDesa.

i mendelegasikan Evaluasi Rancangan Penaturarr Desa Kepada Timl

Perangkat Desa,Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan,

dan tata ruang.

IIm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

hrpati atas usul Kepala DPMD.

Pasal 6

Dalam hal pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),

fuat menetapkan tim di tingkat Kecamatan.

tlm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan

fuat.
IIm sebagaifnana dimaksud pada ayat (2) di setiap Kecamatan berjumlah

,,t ltip) orang atau 5 (lima) orang.

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari :

Camat sebagai Ketua;

Sekretaris Camat sebagai Sekretaris;

Kasi PMD sebagai anggota;

Unsur UPTD terkait sebagai anggota; atau

Staf kecamatan sebagai anggota.

Bagian Kedua

Klari{ikasi

Pasal 7

Bryati membentuk Tim Klarifikasi Feraturan Desa.



Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3O (tiga

ptrtuh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ sekurang-kurangnya terdiri

dari:

a-Asisten Pemerintahan dan KeseLrjateraan Ratrqyat sebagai Ketua;

b-Inspektur Daerah sebagai Wakil Ketua;

c.Kepala Dinas PMD sebagai Sekretaris;

d.Kabag Hukum dan HAM Setda sebagai Anggota;

e.k"Uia PKP Dinas PMD sebagai Anggota; dan

f- I(asubag Perundang-Undangan sebagai Anggota.

Selain tim sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dapat rnengikutsertakan

Tenaga Ahli atau Instansi Vertikal lainnya sebagai Anggota.

BAB III

EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DESA

Fasal 8

Camat menetdpkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20

Fua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa

mtang APBDesa.

Ilalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu

rbagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tersebut berlaku

dryrgan sendirinya.

[falam hal Camat menyatakan

hntang APBDesa tidak sesuai

krundang-Undangan yang

rtrJrempunlaan paling lama

hasil evaluasi Rancangan Peraturatr Desa

dengan kepentingan umum dan Feraturan

lebih tinggr, Kepala Desa melakukan

7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

ftrimanya hasil evaluasi.

f,Fabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana

,fuaksud pada ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan

kmhrran Desa terrtang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat

-tyampait<an 
.usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati"

ftmbatalan Peratr"rran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

srntalkan dengan Keputrrsan Bupati.



Pasal 9

fitf Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana

rtirnaksud dalam Pasal B ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari se.jak

diterimanya hasil evaluasi.

ffi Kepala Desa dapat mrengundang BPD untuk memperbaiki rancangan

kraturan Desa sebagaimana dimaksr"ld pada ayat (1).

Fl Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati
- 

rclalui Camat.

Pasal 10

iltl kmbatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)

*kaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran

*belumnya.

Iq IIaIam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa

hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional

lm5relenggaraan Pemerintah Desa.

[q fceala Desa rriemberhentikan pelaksanaan Feraturan Desa Paling lama 7

tuduh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan l)esa

dimaksud.

BAE IV

KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Pasal l" L

ftmunrran Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa

tilqrla Tim Klarifikasi Peraturan Desa melalui DPMD paling lambat 7 (tujuh)

hi sejak diundangkan unfi:k diklarifikasi.

Pasal 12

flN Hasil klarifrkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa:

a. hasil klarifikasi yang sudatr sesuai dengan kepentingan ltmlun.,



dan/atau ketentuan Feraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

dan

c. Dalam hal hasil klarilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U

Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umltm,

dan/atau ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi

Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi

yang telah sesuai.

[20 Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (U

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan

Pemndang-Undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan

Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 13

fubh format yan'g berkaitan dengan evaluasi rancangan Peraturan Desa dan

Hmifikasi Peraturan Eesa sebagairnana tercantum dalam lampiran yang

q-upakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

hman Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kabupateni ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

4ru.



Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 12 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOI.TAN GONGA

tanggal 12 Juli 20tB

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

DJUM,PA

DAERAI{ KABUPATEN KEPUI,AUAN ARU

2018 NOMOR 17

Sesuai dengan Aslinya

HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI

NOMOR L7 TAHUN 2018

TENTANG EVALUASI

PERATURAN

KLARIFIKASI

DESA

RANCANGAN

DESA DAN

PERATURAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KECAMATAN.....

DESA.

Jln. .

2018

Kepada YTH

Camat,

di-

Tempat

l(satu) exp
.tpengEuan evaruasr

ini kami ajukan Rancangan Peraturan Desa

tentang

Ilemikian permohonan kami,atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Kepala Desa



BERITA ACARA

NO. .

HAS1L EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

KECAMATAN ....

KABUPATEN KEPUI,AUAN ARU

TENTANG

DESA KECAMATAN.........

KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN.......

hari ini......tanggal.....Bulan......Tahun..........,Tim Evaluasi Peraturan

tentang............di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Tahun anggaran 2018 yang dibentuk sesuai dengan Keputusan

Nomor : ...... telah melakr:kan evaluasi terhadap

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

Desa. Kecamatan KabuPaten

Aru Tahun Anggaran sebagai bahan perbaikan d'an

sebagaimana mestinya.

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA


